BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : s»p TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal
N 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 222 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1641), Tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.

b. bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kaur tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Kaur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten @ Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
e Nomor 239);
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11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangam Republik Indonesia Nomor
222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1641);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur
Tahun 216 Nomor 236);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2020 Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Bupati adalah Bupati Kaur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) Tahun.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa
berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah jumlah penduduk mingkin
tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah
penduduk Desa, angka Kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa dan tingkat
kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disengkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa
yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas Desa.
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Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan
belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama Satu
Periode Anggaran.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa dalam
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Pasal 2

Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Kaur Tahun Anggaran 2021 dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.

(1)

jumlah Desa;
tata cara perhitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
penetapan rincian dana Desa;
mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa; dan
penyusunan dan Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 3
Data Jumlah desa bersumber dari Kementrian Dalam Negeri dan ditetapkan
dalam Undang-Undang mengenai APBN.
Jumlah Desa di Kabupaten Kaur tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) Desa.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA DI SETIAP DESA

Pasal 4
Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten, Bupati melakukan
perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

alokasi Dasar setiap Desa;
alokasi Afirmasi setiap Desa;
alokasi Kinerja setiap Desa; dan

ﬂéc}{a:i Formula setiap Desa.




Pasal 5

Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat
(2) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana
Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.

Pasal 6

Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara
proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai
jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 7

Pagu Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c,
dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa
dengan kinerja terbaik.

Pasal 8

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Desa
yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil
penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan
Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa,
dengan bobot :

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;

b 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;

C. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
d 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 9

Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (2) hurufd,
dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot :

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b 40% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

G 20% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d 30% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 10

P_engalokasian rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kaur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus :

DD Desa = AD desa + AA desa+ AK desa + AF desa
Keterangan :

>
>
»
>
>
AT

DD Desa = Dana Desa setiap Desa di Kabupaten

AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa di Kabupaten
AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa di Kabupaten

AF Desa Aloka51 Formula setiap Desa di Kabupaten
DAERAH KABUPATEN £




BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kaur ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
Bagian Pertama
Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 12

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dalam
3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a.

tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana desa setiap
Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen} dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
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dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Juni; dan
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2. Kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan November untuk
bulan kesebelas dan paling cepat akhir Bulan November untuk

bulan kedua belas.

Bagian kedua
Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati melalaui Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kaur dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di
RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa: dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap
II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dari Dana Desa Tahap Il yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama
9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga
ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan

hur.uf ¢ angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran
dari seluruh kegiatan setiap Desa.




(4)

(10)

(11)

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur melakukan
verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati
melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan
tabel referensi kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kaur untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.

Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen
fisik (hard copy).

Dokumen digital (soft copy) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan
dihasilkan melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 14

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap [ untuk kebutuhan BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat {4) huruf a angka 2, Kepala Desa memenuhi ketentuan :

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kelima untuk
masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan
data realisasi jumah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa untuk bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)
huruf b angka 2, masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
ya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.




(7)

Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa untuk bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (4) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling
lambat minggu ketiga Bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima mafaat BLT Desa tahun berkenaan.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa, Dana Desa
disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)
tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala
desa dimaksud kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling
lambat minggu ketiga bulan Desember

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 15

Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak
dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa Untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat {2), dan ayat (3) untuk
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan, dapat dilakukan
setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa bulan sebelumnya.

Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih
besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap
disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 16

Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUN.

S.isa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
g;salurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
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BAB VI
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 17

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 18

Penyaluran Dana Hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan
Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD.

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3] dilaksanakan pada tanggal
yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN
dan Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.

Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah
Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan
pengembangan sektor prioritas di Desa.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun

RUKRETARIAT DAERAD) @'@;ATEE‘Q

BAGIANHU

=S DAN




Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

(1)

(2)

Pasal 21

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2] setelah mendapat persetujuan Bupati.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati
memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas
telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat telah terpenuhi.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat
evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 22

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk
pelaksanaan BLT Desa.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur, dan Camat melakukan pemantauan
atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

penerbitan peraturan Desa tentang APBDes;

penyaluran Dana Desa;

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Daerah
Kabupaten;

sisa Dana Desa di RKD; dan

pencapaian keluaran Dana Desa

ag o

eI e

Pasal 24

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

a.
b.

sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

capaian keluaran Dana Desa.
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Pasal 25

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, terdapat sisa Dana Desa
di RKD, Bupati :

a.

(6)

(7)

meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD
tersebut; dan/atau

meminta aparat pengawas Fungsional Inspektorat Daerah untuk melakukan

pemeriksaan.
BAB IX
SANKSI

Pasal 26

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
melakukan penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan
dan/atau Tahun Anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalah Desa,
berupa :

a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka; atau

b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidak jelasan
Status Hukum.

Bupati melakukan pemantauan atas proses Perkara Hukum penyalahgunaan
Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.

Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati
menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa
kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :

a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
atau

b. surat rekomendasi dari Kementerian/lembaga terkait atas permasalahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, atau surat
rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya
setelah surat dimaksud diterima.

Dalam Surat Permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, diterima setelah Dana Desa tahap III Tahun Anggaran berjalan

disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran berikutnya
dihentikan.

Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan

| FERELARAT DAEVBUBAAT el kementerian/lembaga terkait.
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Pasal 27

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9
(sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap Tahapan.

Pengenaan sanksi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.

Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Camat.

Pasal 28

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua
belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana
Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan
pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Camat.

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 'ayat (3) disampaikan
oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan dana Desa melalui aplikasi OM SPAN.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

si data sebagaimang dimaksud ayat (1), Kepala
ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021,
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal // \7(\7/7(/(7/4/‘ 2021
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Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal /2 Jaror 2021
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